
 

 

 

 

 

 

BUPATI PESISIR BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 

NOMOR     1     TAHUN 2021 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PESISIR BARAT, 

 

Menimbang : 

 

a. bahwa dalam rangka menyesuaikan tarif pajak penerangan 

jalan dengan dinamika perkembangan perekonomian di 
Kabupaten Pesisir Barat, dipandang perlu melakukan 

perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pajak Daerah; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pajak Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4189); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5409); 

 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 



 

 

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5364); 

 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5772); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara  Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5950); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 



 

 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

 
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang 
Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1565), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang 
Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 146); 

 
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 

tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak 

Daerah (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1852); 

 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 
Nomor 19, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 19); 
 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan 
lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 
Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 
Barat Nomor 35); 

 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 37); 
 

 
 

 



 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PESISIR BARAT 

dan 

BUPATI PESISIR BARAT 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 
19 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK DAERAH. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 
19) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 32 Ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf 

yaitu huruf c dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 32 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 32 

(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah Penggunaan 
Tenaga Listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun 
yang diperoleh dari sumber lain. 

(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. 

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangaan Jalan 
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) adalah: 

a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah; 

b. Penggunaan tenaga listrik paada tempat-tempat yang 

digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan 
asing dengan asas timbal balik; dan 

c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 
dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan 

ijin dari instansi teknis terkait. 
 

2. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 35 

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut: 

No Golongan 

Tarif 

Range Daya Keterangan Tarif 

1 S1/TR 220VA Sosial sangat kecil pada 
tegangan rendah  

2% 

2 S2/TR 220VA s.d 200kVA Sosial kecil sampai 
dengan sedang tegangan 

rendah 

3% 

3 S3/TM diatas 200 kVA Sosial besar pada 

tegangan menengah 

4% 



 

 

4 R1/TR 450 s.d 2200 VA Rumah tangga kecil pada 

tegangan rendah  

8% 

5 R2/TR 3.500 s.d 5500VA Rumah tangga menengah 

pada tegangan rendah 

8% 

6 R3/TR 6.600VA s.d 
200kVA 

Rumah tangga besar pada 
tegangan rendah 

10% 

7 B1/TR 450 s.d 5.500 VA Bisnis kecil pada 
tegangan rendah 

8% 

8 B2/TR 6.600VA s.d 200 
kVA 

Bisnis menengah pada 
tegangan rendah 

8% 

9 B3/TM diatas 200kVA Bisnis besar pada 

tegangan menengah 

10% 

10 I1/TR 450 s.d 14 kVA Industri kecil/industri 

rumah tangga pada 

tegangan rendah 

8% 

11 I2/TR Diatas 14 kVA s.d 
200 kVA 

Industri sedang pada 
tegangan rendah 

3% 

12 I3/TM Diatas 200 kVA Industri menengah pada 
tegangan menengah 

3% 

13 I4/TT 30.000 kVA keatas Industri besar pada 
tegangan tinggi 

3% 

14 P1/TR 450 s.d 5.500 VA Kantor pemerintahan 

kecil pada tegangan 

rendah 

- 

15 P1/TR 6.600VA s.d 200 

kVA 

Kantor pemerintahan 

menengah pada tegangan 
rendah 

- 

16 P2/TM Diatas 200 kVA Kantor pemerintahan 
besar pada tegangan 

menengah 

- 

17 P3/TR  Penerangan jalan umum - 

18 C/TM Diatas 200 kVA Penjualan curah pada 

tegangan menengah, bagi 

pemegang izin usaha 
penyediaan tenaga listrik 

10% 

19 L/TR,TM
,TT 

 Layanan khusus pada 
tegangan rendah, 

tegangan menengah dan 

tegangan tinggi 
diperuntukkan bagi 

pengguna listrik yang 

memerlukan pelayanan 
dengan kualitas khusus 

dan yang karena berbagi 

hal tidak termasuk dalam 
ketentuan golongan Tarif 

Sosial, Rumah Tangga, 

Bisnis, Traksi dan Curah 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat. 

 

       Ditetapkan di Krui 
       pada tanggal  30 April 2021 
         

       BUPATI PESISIR BARAT, 

 ttd 

                                                                     AGUS ISTIQLAL 

  

Diundangkan di Krui 
pada tanggal 30 April 2021 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PESISIR BARAT, 
          ttd 

N. LINGGA KUSUMA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI 

LAMPUNG:01/1144/PSB/2021. 

 

    SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 

KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT, 

 

 

EDWIN KASTOLANI B,SH.MP 

NIP. 19740526 200212 1 002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENJELASAN 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 

NOMOR      1     TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 

NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK DAERAH 

 

I. UMUM 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau 

kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali maka dilakukan perubahan 

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah yang 

bertujuan untuk melakukan penyesuain tarif Pajak Daerah disesuaikan 

dengan perkembangan perekonomian dan penambahan objek yang 

menjadi potensi Pajak Daerah guna meningkatkan kemampuan daerah 

untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dan pembiayaan 

pembangunan Daerah dalam rangka memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat. 

 Materi muatan Pajak Daerah dalam Perubahan Peraturan Daerah 

ini terdiri dari : 

a. pajak hotel; 

b. pajak restoran; 

c. pajak hiburan; 

d. pajak reklame; 

e. pajak penerangan jalan; 

f. pajak mineral bukan logam dan batuan; 

g. pajak parkir; 

h. pajak air tanah; 

i. pajak sarang burung walet; 

j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan 

k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I  

Pasal 32 

  Cukup Jelas 

Pasal 35 

  Cukup Jelas 

Pasal II 

 Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 68 


